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RINGKASAN :

Salah satu hambatan untuk menjalankan program-program pemerintah dewasa ini adalah
kurangnya koordinasi antarinstansi. Koordinasi lemah dalam tataran horizontal antar
departemen maupun dalam tataran vertikal antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah
serla pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. l.cmahnya koordinasi antar
instansi tclah menjadi salah satu faklor yang menghambal program-program yang
dicanangkan. Janji kampanye yang dirumuskan dalam kebijakan ketika calon terpilih
menjadi presiden dan wakil presiden bisa tidak dirasakan oleh masyarakat. Koordinasi
antarinstansi  harus diakui telah menjadi kcbutuhan penting untuk menjalankan
pemerintahan yang efekuif di tengah-tengah demokrasi liar tanpa aturan, Demikian yang
ditulis oleh Hikmahanto Juwana, guru besar [lmu Hukum Fakultas Hukum UL
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alah satu hantbatan untuk
menjalankan  program-

program pemerintah dewa-
sainiadalah kurangnyakoordinasi
antarinstansi. Koordinasi lemah
dalam tataran horizontal antar-
departemen maupun dalam tatar-
an vertikal antara pemertintah pu-
sat dan pemerintah daerah serta
pemerintah provinsi dan pe-
merintah kabupaten/kota.

Pengalaman

Pada masa pemerintahan Soe-
harto, koordinasi antarinstansi
tidak menjadi permasalahan yang
mengganggu. Dengan keotoriter-
an, ketakutan para pejabat-akan
kehilangan kepercayaan dari atas-
an,dan para individu yang secara
psikologts pernah menjadi bawah-
an Soeharto, dapat dipastikan
kehijakan berjalan.

Bahkan Soeharto dapat men-
delegasikan kewenangannya ke-
padamenterikoordinator (menko})
secara efektif. Bagi para menteri di
bawah koordinasi menko, ber-
hadapandenganmenkoseolakber-
hadapan dengan presiden,

Ketika itu peran menko me-
nang sangat diseganz. Menko me-
rupakan kepanjangan tangan pre-
sidenuntuk melakukankeordinasi
pada sektor ekonomi, politik dan
keamanan serta kesejahteraan
sosial. )

Setelah Soeharto lengser, wi-
bawa menko semakin hari semakin
tidak berarti. Para menteri kerap
tidak hadir dalamrapat-rapat yang
diselenggarakan oleh kantor men-
ko meski menko secara pribadi
hadir.

Para deputi di kantor menko
pun kewalahan dalam memainkan
fungsinya sebagai koordinator. Hal
ini mengingat para pejabat eselon
satu dari departemen atau kantor
menteri negara kerap mangkir
dalam rapat koordinasi.

Menteri dan pejabat eselon
satnakanmengutuspejabateselon

yang rendah dengan kewenangan
yang sangat terbatas. Kewenangan
yang dimitiki terkadang hanya un-
tuk mencatat dan mengtkuti jalan-
nyarapat. Para pejabat yang meng-
hadiri rapat sama sekali tidak di-
beri kewenangan untuk memutus.
Padahal, banyak isu yang ber-
singgunganantardepartemen atau
instansi yang harusdiselaraskan.

Akibatnya, koordinasi yang di-
harapkan dan peredaman ego sek-
toral pun tidak terjadi. Ini tentu
akan berkonsekuensi pada beban
tugas presiden dan terhambatnya
implementasi kebijakan dan
program.

Salah satu penyebab kurang-
nya koordinasi adalah peraturan
perundang-undangan vang saling
bertentangan. Banyaknya peratur-
an perundang-undangan yang sa-
ling tumpang tindih juga disebab-
kan karena kurangnya koordinasi
antarinstansi pengusul dengan
instansi lainnya.

Sebagai contoh berdasarkan
Undang-Undang (UU) Keuangan
Negara, menteri keuangan me-
miliki kewenangan menandata-
ngani pinjamayn Juar negeri. Se-
mentaraberdasarkan Ut Perjanji-
an Internasional, menteri luar ne-
geri memiliki kewenangan untuk
menandatangani semua perjanji-
aninternasional.

Para pejabat di dua instansi
kerap saling adu argumen tentang
siapa yang paling berhak menau-
datangani perjanjian pinjaman
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luar negeri yang merupakan hagi-
andari perjanjian internasional.

Selanjutnya koordinasi antar-
instansi yang lemah juga terjadi
pada instansi vertikal. Koordinasi
yang lemah mewarnai hubungan
antara departemen dengan peme-
rintah daerah provinsi. Salah satu
penyebab lemahnya koordinasi
karena gubermr, bupati, dan wali
kota dipilih secara langsung oleh
masyarakatnya.

Pada masa pemerintahan Soe-
harto,koordinasiyanglemahantar-
instansi secara vertikal boleh di-
sebut tidak terjadi. Saat itu indivi-
duyangmenduduld jabatan guber-
nur, bupati, serta wali kota ditentu-
kan oleh pemerintah pusat. Kalau-
pun ada ruang bagi publik, ruang
itudiberikan saat dewan perwakil-
anrakyat daerah mengajukan tiga
nama,

Dewasa ini koordinasi lemah
secara vertikal karena gubernur,
bupati, serta wali kota tidak lagi di-
tentukan dari pusat. Melalui pro-
ses demokrasi, rakyat pemilihlah
yang menentukan.

Mereka yang menduduki ja-
batan presiden, gubernur, bupati,
dan wali kota bisa berasal dari par-
tai yang berbeda. Chain of
command untuk mengimplemen-
tasi kebijakan kerap terkendala.

Kerap terjadi kondisi di mana
kepala daerah harus mendahulu-
kan kepentingan rakyat pemilih-
nya daripada kepentingan peme-
rintah pusat. Apalagi bila ada ke-



Lemahnya
koordinasi antar-
instansi telah
menjadisalah satu
faktoryang
menghambat

program-program-

yang dicanangkan.
Janjikampanye
yang dirumuskan
dalam kebijakan
ketika calon terpilih
menjadi presiden
danwakil presiden
bisa tidak dirasakan
oleh masyarakat.

bijakan vang saling bertentangan.
Bahkan instruksi partai akanlebih
dikedepankan daripada instruksi
pemerintah pusat.

Ini karena apa yang ditafsirkan
sebagai amanah, mandat rakyat,
serta janji kampanye bisa berbeda
dengan garis kebijakan yang di-
ambil oleh pemeriatah pusat da-
lam tataran yang paling konkret.

Di level daerah pun koordinasi
lemah. Koordinasiantaraguberrmur
dan bupati atau wali kota lemah,
kecuali di Provinsi DKI Jakarta.
Gubernur pun tidak lagi berperan
sebagai pemimpin yang menentu-
kan, tetapihanyasebagaikoordina-
tor para bupati atau wali kota.

Konsekuensi

Lemahnya koordinasi antar-
instansi telah menjadi salah satu
faktor yang menghambat program-
program yang dicanangkan. Janji
kampanye yangdirumuskandalam
kebijakan ketika calon terpilih
menjadi presiden dan wakil pre-

siden bisa tidak dirasakan oleh
masyarakat,

Bahkan lemahnya koordinasi
antarinstansi telah menjadi pe-
nyebabutama bagi ketidakpastian
kebijakan. Salah satu yang ter-
jmbas adalah para pelaku usaha.
Mereka kerap harus menanggung
konsekuensidartlematinyakoordi-
nasi antarinstansi pemerintah.
Bahkan kerap pelaku usaha yang
“dipermasalahkan” oleh instansi
lain dan bukannya instansi yang
membuatkebijakanawal. Tentuini
akan berakibat pada kondisi yang
tidak kondusif bagi iklim berusaha
diIndonesia.

Walau demikian harus di-
sadari, lemahnya koordinasi kerap
dimanfaatkan oleh pihak-pihak
yang memiliki kepentingan, seper-
ti pelaku usaha dan pemerintah
asing. Pelaku iisaha dan pemerin-
tah asing, dengan menggunakan
uang dan pengaruhnya, dapat
“mengadu domba” instansi peme-
rintah ketika ada kepentingan
yang diinginkan, Dalam konteks
demikian, secara tidak sadar
politik divide et impera terulang
kembali di eraIndonesia merdeka.

Strategi

Dalamwaktudekatrakyatakan
menilih presiden dan wakil presi-
den. Pasangan calon presiden (ca-
pres) dan calon wakil presiden {ca-
wapres) pun saatini sedang gencar
menawarkan program-program-
nya.

Dalam konteks demikian, pu-
blik tentu ingin mendengar stra-
tegi apa yang akan dilakukan oleh
pasangan capres dan cawapres
agar koordinasi antarinstansi men-
iadikuat.Ini penting agar program
yang telah dicanangkan di segala
sektor oleh para calon benar-benar
dapat berjalan dengan baik. De-
ngan demikian bila janji atau pro-
gram gagal tidak terwujud maka
tidak akan mudah menyalahkan
lemahnya koordinasi,

Koordinasi antarinstansi harus
diakui telah menjad: kebutuhan
penting untuk menjalankan peme-
rintahan yang efekaf di tengah-
tengah demokrasi liar tanpa atur-
an.(*)



